





1.1 Latar Belakang 
 
Pelayanan Publik  merupakan suatu hal yang dapat dirasakan secara langsung 
oleh masyarakat dengan melihat adanya keberadaan pemerintah dan birokrasi. 
Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan aktor kunci yang 
bertanggung jawab atas upaya pemenuhan hak-hak masyarakat. penyelenggaraan 
pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban 
pemerintah untuk terus mensejahterakan masyarakat. 
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik maka wajib memberikan 
pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan harus selalu berupaya untuk 
memberikan pelayanan yang mudah untuk dijangkau oleh semua masyarakat. 
Wujud pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah 
satunya adalah dengan menciptakan perubahan melalui sebuah inovasi. Guna 
menciptakan sebuah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka 
pemerintah/organisasi terus berlomba-lomba menciptakan sebuah pelayanan yang 
baru demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  
Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah1. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah 
menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagaimana 
dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
                                                          




Pemerintahan Daerah. Perumusan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu 
pada prinsip-prinsip berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, 
peningkatan kualitas pelayanan, berorientasi pada kepentingan publik, berpegang 
pada nilai-nilai kesesuaian, berpegang pada tindakan publik dan bertanggung 
jawab hasil bukan untuk keuntungan mereka sendiri. 
Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, maka perlu dilakukan 
perubahan dalam praktik pelayanan publik. Salah satu upaya tersebut adalah 
dengan meningkatkan sistem dan layanan melalui berbagai program inovasi 
berbasis masyarakat. Berbagai organisasi pemerintah sudah banyak yang 
melakukan inovasi salah satunya adalah Kantor Bersama SAMSAT. Kantor 
Bersama SAMSAT merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang wajib 
bertugas untuk memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat 
selaku wajib pajak. SAMSAT juga bisa diibaratkan sebagai suatu cabang birokrasi 
karena letaknya berada di tengah-tengah birokrasi dan masyarakat. SAMSAT 
sendiri berkewajiban memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat 
sebagai pengguna pelayanan baik pelayanan berupa barang maupun jasa dalam 
kaitannya dengan pemungutan Pajak, khusunya Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB).  
Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Republik Indonesia, 
tentang penerapan sistem pengelolaan satu jendela untuk kendaraan bermotor, 
ditetapkan bahwa sistem pengelolaan satu jendela untuk Samsat adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan berbagai kegiatan, seperti pendaftaran dan 




pengalihan hak milik kendaraan bermotor (BBNKB) dan pembayaran iuran wajib 
dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SWDKLLAP) di Kantor Bersama 
Samsat dilakukan secara komphrehensif dan terkoordinasi.2   
Kantor Bersama Samsat merupakan kantor yang terdiri dari 3 (tiga) instansi  
yang bekerjasama secara terpadu antara Unit Pelaksanaan Teknis Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort dan PT Jasa Raharja 
(Persero). Kantor Bersama Samsat juga telah melakukan sejumlah kegiatan dan 
selalu berkomitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
mempermudah masyarakat dalam menikmati pelayanan dengan memberikan 
berbagai rencana pelayanan (inovasi) yang baru kepada masyarakat. 
Menurut Hidayat dalam penelitiannya Inovasi Pelayanan Publik Dikantor 
Bersama Samsat Kota Samarinda, meneliti salah satu inovasi yang ada yakni 
inovasi layanan Samsat Drive Thru yang dibuat dengan focus pada permasalahan 
kendaraan yang semakin bertambah dari waktu ke waktu dan secara otomatis 
berpindah ke kantor pusat dimana membutuhkan waktu yang lama bagi banyak 
orang untuk menunggu dan memberikan saldo tersebut serta beban dari Samsat 
Induk, maka dibuatlah Samsat Drive Thru. Namun pada pelaksanaannya dapat 
dikatakan kurang berjalan maksimal, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebagaian masyarakat masih tidak mengetahui tentang mekanisme 
prosedur pelayanan di Samsat Drive Thru, banyak masyarakat yang memarkirkan 
kendaraannya pada saat membayar pajak padahal konsep dari pelayanan tersebut 
tidak demikian, masyarakat tidak perlu turun dari kendaraannya, selain itu 
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masyarakat juga banyak yang mengira bahwa loket pelayanan 1 dan loket 
pelayanan 2 adalah sama padahal berbeda. urutan yang benar adalah pertama 
masyarakat pergi ke loket 1 untuk menyerahkan persayaratan pelayanan pajak 
tahunan, kemudian masyarakat pergi ke loket 2 untuk membayar dan menerima 
hasil.3 
Adapun Menurut Leli, Kadarisman, dan Sri dalam penelitiannya yang 
membahas Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya 
Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada KB 
Samsat Kabupaten Tulungagung yakni inovasi layanan Samsat Keliling 
merupakan pelayanan yang memberi kemudahan pada wajib pajak karena wajib 
pajak tinggal datang pada tempat yang sudah ditentukan sesuai jadwal dan 
daerahnya. Kemudahan yang diberi berupa: penyederhanaan persyaratan 
pelayanan, penyederhanan prosedur pelayanan serta peningkatan waktu 
pelayanan. Rerata wajib pajak merasa puas dengan adanya layanan inovasi Samsat 
Keliling karena dianggap sangat membantu dan memudahkan wajib pajak.4 
Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jombang sendiri mencapai luas 
wilayah Kabupaten Jombang seluas 1.159,50 Km2 yang terdiri dari 21 Kecamatan, 
dan 306 desa. Tujuan bersama dari ketiga unit ini adalah untuk memberikan 
pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. pelaksanaan pelayanan 
masih sering menghadapi kendala dan menjadi faktor penghambat dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak. 
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Problem utama yang dihadapi Kantor Bersama Samsat Jombang yakni adanya 
celah tingkat kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak. Pada 
tahun 2015 angka kepatuhan hanya sebesar 73,98% dari jumlah kendaraan yang 
terdaftar di Samsat Kabupaten  Jombang sebanyak 530.491 objek. dengan potensi 
pajak senilai Rp. 95.956.117.000, dengan kata lain terdapat 26,02% obyek pajak 
tidak melakukan pengesahan/rehistrasi/membayar pajak kendaraan bermotor di 
Samsat Kabupaten Jombang. Problem tersebut disebabkan karena jumlah tempat 
layanan pembayaran pajak di Samsat Kabupaten Jombang hanya berada di 
daerah-daerah strategis dan tidak menjangkau semua kecamatan yang ada di 
Kabupaten Jombang. 
Problem kedua disebabkan oleh jarak tempat pelayanan Kantor Bersama 
SAMSAT dengan domisili wajib pajak relatife jauh, melihat luas wilayah 
Kabupaten Jombang sehingga belum semuanya tersentuh kantor pelayanan 
dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km (kecamatan Ngusikan – wilayah bagian 
utara Jombang). Selain itu berdasarkan kondisi demografi masyarakat Kabupaten 
Jombang dengan profil data, 53 % masyarakat Jombang berprofesi sebagai petani, 
pedagang dan karyawan sehingga  hanya memiliki waktu luang terbatas untuk 
membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan 85% populasi kendaraan 
bermotor berada di pedesaan dengan 89% diantaranya adalah kendaraan roda 2 
(dua). Adapun rinciannya kendaraan bermotor roda dua sebanyak 469.133 obyek 
dan kendaraan roda empat sebanyak 61.358 obyek. 
Permasalahan yang terjadi selain jarak yang menyebabkan keengganan 




masyarakat yang sebagian besar memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan 
pembayaran serta perekonomian sebagian masyarakat sendiri yang menjadi 
penyebabnya. Sehingga masyarakat selaku Wajib Pajak seringkali terlambat untuk 
membayar Pajak dan menyebabkan sebagaian masyarakat di Kabupaten Jombang 
enggan untuk datang ke SAMSAT. 
Melihat dari beberapa faktor permasalahan diatas menyebabkan Kantor 
Bersama SAMSAT Kabupaten Jombang memiliki tuntutan untuk pemenuhan 
berbagai kebutuhan masyarakat terutama pada institusi birokrasi. Sehingga ini 
menjadi sebuah tantangan dan dorongan para birokrasi untuk dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik lagi. Masyarakat ingin benar-benar menjadi prioritas 
utama dalam pelayanan publik. Masyarakat berharap para aparat birokrasi sebagai 
pelayan masyarakat dapat lebih melayani, mengayomi, dan menumbuhkan 
partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan. 
 Untuk mengatasi problem yang ada, maka Kantor Bersama SAMSAT 
Kabupaten Jombang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Saat ini terdapat beberapa inovasi pelayanan yang telah dijalankan oleh 
Kantor Bersama SAMSAT sebagai wujud pelayanan prima terhadap masyarakat, 
yakni 1. SAMSAT Induk di Kecamatan Jogoroto yang hanya dapat menjangkau 
wilayah kecamatan Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Peterongan, dan 
Sumobito; 2. SAMSAT Unggulan yakni titik pelayanan yang berada di tempat 
strategis atau SAMSAT yang bekerjasama dengan pihak lain seperti; a. Samsat 




Dari beberapa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Bersama 
SAMSAT Kabupaten Jombang memang telah terlaksana dengan baik, namun 
dirasa  masih kurang dapat memenuhi keluhan serta keinginan masyarakat selaku 
Wajib Pajak, sehingga Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Jombang berusaha 
memenuhi keluhan masyarakat dengan berinovasi menciptakan pelayanan baru 
berupa pelayanan JuDes (Jujug Desa) Yang Ramah. 
Inovasi Pelayanan JuDes (Jujug Desa) di Samsat Kabupaten Jombang ini 
telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Top 12 
(dua belas) kategori terbaik dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2016. Inovasi Pelayanan JuDes (Jujug Desa) ini juga masuk 
dalam kategori kompetisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 
20175.  
Inovasi Jujug Desa yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat 
Kabupaten Jombang sejak akhir tahun 2015 dalam praktiknya telah memberikan 
hasil dari meningkatnya jumlah pendapat dari pajak kendaraan bermotor. Kantor 
Bersama Samsat Kabupaten Jombang mencatat bahwa di tahun 2015 yakni pada 
bulan Oktober, November, dan Desember, dapat memperoleh Rp 453.095.450,-; 
Mengacu pada data tersebut maka dari pelaksanaan 2,3 bulan program Jujug Desa 
telah terjadi kenaikan pendapat pajak kendaraan beromotor. Jumlah ini tentunya 
meningkat dibandingdingkan pendapatan Kabupaten Jombang dari pajak 
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kendaraan bermotor tahun 2014 dan 2015 yang sebesar sekitar ± Rp 
1.234.829.800 dan Rp 1.478.974.389.260.6 
Selain karena keterjangkauan tempat pelayanan, jumlah biaya operasional 
yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan Samsat Induk dan Samsat Unggulan 
setiap bulannya cukuplah tinggi, sehingga tingkat efektivitas dan efesiensi 
anggarannya tidak terpenuhi. Maka Kantor Bersama Samsat Kabupaten Jombang 
menciptakan pelayanan JuDes (Jujug Desa) sebagai solusi pelayanan pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 
masyarakat selaku wajib pajak khususnya untuk wilayah pedesaan yang jauh dari 
tempat pelayanan Samsat Kabupaten Jombang.  
Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam sejauh mana inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 
melalui Pelayanan JuDes (Jujug Desa) dengan judul “Inovasi Pelayanan Sektor 
Publik JuDes (Jujug Desa) Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten 
Jombang”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 
mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Inovasi Pelayanan Sektor Publik JuDes (Jujug Desa) di 
Samsat Kabupaten Jombang? 
2. Apa sajakah faktor penghambat  Inovasi Pelayanan Sektor PublikJuDes 
(Jujug Desa) di Samsat Kabupaten Jombang? 





1.3 Tujuan Penelitian 
 
1. Mengetahui Inovasi Pelayanan Sektor PublikJuDes (Jujug Desa) di Samsat 
Kabupaten Jombang. 
2. Mengetahui apa saja faktor penghamat Inovasi Pelayanan Sektor Publik 
JuDes (Jujug Desa) di Samsat Kabupaten Jombang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun 
praktis, yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian berikut diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan 
berupa bahan referensi inovasi pelayanan di sektor publik dalam 
mempermudah pembayaran  pajak kendaraan bermotor serta penelitian ini 
menerapkan salah satu kajian mata kuliah dalam bidang Tata Kelola 
Program Penelitian Ilmiah Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan di 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Manfaat Praktis  
Adapun beberapa manfaat praktis diantaranya : 
1. Bagi Pemerintah 
Penelitian berikut dapat dijadikan acuan rekomendasi untuk Kota 
Jombang dalam pengembangan inovasi pelayanan yang lebih praktis 
dan mudah bagi masyarakat (publik).  




Penelitian berikut diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 
Inovasi Pelayanan Sektor Publik dalam Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor melalui Samsat  JuDes (Jujug Desa) di Kabupaten Jombang. 
3. Bagi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM 
Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 
sejenis di masa yang akan datang, serta untuk mengembangkan 
pengetahuan penelitian di bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. 
1.5 Definisi Konseptual 
1.5.1 Inovasi 
 
Inovasi adalah sesuatu yang baru, mampu diimplementasikan, dan 
memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi merupakan sebuah konsep, 
proses, praktek, dan kemampuan yang mendefinisikan sukses organisasi. 
Sedangkan Rodgers menyatakan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktik 
atau obyek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya7. 
Inovasi pelayanan pada sektor publik dapat membantu menciptakan nilai bagi 
masyarakat dalam konteks penyediaan pelayanan publik.8Sehingga dapat 
dipahami inovasi merupakan sebuah ide, proses, dan praktik untuk 
diimplementasikan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang membawa 
perubahan dalam setiap organisasi terutama dalam proses pelayanan sektor 
publik.  
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1.5.2 Pelayanan Sektor Publik 
 
Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan 
publik9. Maka dari itu, pelayanan sektor publik diartikan sebagai pemberian 
layanan (melayanai) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan. Pelayanan publik sangatlah berkaitan dengan pemerintah, 
salah satu tanggung jawab pemerintah yakni memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat akan 
menjadi satu tolak ukur untuk menilai kualitas pemerintah.  
1.6 Definisi Operasional 
 
Penulis menggunakan teori Rogers10 mengenai atribut inovasi untuk melihat 
inovasi pada sebuah instansi yaitu : 
1.6.1 Inovasi Pelayanan Sektor Publik JuDes (Jujug Desa) di Samsat 
Kabupaten Jombang 
 
a. Keuntungan Relatif  inovasi pelayanan sektor publik JuDes (Jujug 
Desa)  
b. Kesesuaian inovasi pelayanan sektor publik JuDes (Jujug Desa)  
c. Uji coba  inovasi pelayanan sektor publik JuDes (Jujug Desa)  
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d. Pengamatan terhadap inovasi pelayanan sektor publik JuDes (Jujug 
Desa) 
1.6.2 Faktor Penghambat  inovasi pelayanan sektor publik JuDes (Jujug 
Desa) di Kabupaten Jombang 
 
a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 
kendaraan bermotor 
b. Sarana dan Prasarana  
1.7  Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai 
dengan hipotesis, penjelasan atau perspektif teoritis, serta pertanyaan penelitian 
yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok menjelaskan masalah sosial 
atau kemanusiaan. Peneliti mengumpulkan data dilingkungan alam dengan tetap 
menjaga kepekaan terhadap orang yang diteliti dan menganilis datanya secara 
induktif dan dedukatif untuk membentuk pola atau topik11. 
1.7.1 Jenis Penelitian 
 
Penelitian yang digunakan dalam Inovasi Pelayanan Sektor Publik JuDes 
(Jujug Desa) di Samsat Kabupaten Jombang menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan 
bagaimana Sektor Publik melakukan sebuah Inovasi Pelayanan JuDes (Jujug 
Desa) di Samsat Kabupaten Jombang dengan tujuan memenuhi kebutuhan 
masyarakat berupa Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor yang mudah dijangkau oleh masyarakat/publik. 
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1.7.2 Sumber Data 
 
Sumber data adalah sumber informasi dimana sangat diperlukan untuk 
melakukan penelitian karena sumber informasi digunakan sebagai pokok 
kajian dalam penelitian. Bertujuan untuk mencari informasi maupun 
mengumpulkan data valid untuk diolah dan diinterpretasikan kemudian untuk 
ditarik kesimpulan akhir. Sumber data terbagi menjadi dua kategori yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data asli dimana data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
lingkup KB Samsat Kabupaten Jombang, adapun data yang diperoleh 
berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang 
kebutuhan data primer. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung, 
data sekunder diperoleh melalui buku, majalah, koran, jurnal, penelitian 
terdahulu, media cetak/elektronik, internet dan dokumen-dokumen dari 
instansi terkait yakni tentang laporan pelaksanaan pelayanan JuDes (Jujug 
Desa) di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Jombang. 
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 
 
a. Observasi 
Observasi merupakan langkah utama yang dilakukan untuk penelitian 
dengan cara terjun langsung ke lapangan, mengamati atau menulis 




mengetahui keadaan dan gambaran lapangan yang akan menjadi objek 
penelitian secara langsung. Peneliti melakukan observasi secara langsung 
kepada salah satudesa di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam 
Kabupaten Jombang untuk melihat bagaimana proses pelayanan JuDes itu 
sendiri. 
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 
data maupun informasi terkait penelitian kepada informan dengan cara 
bertatap muka langsung agar dapat memperoleh data/informasi yang 
lengkap dan secara mendalam untuk kemudian dapat dipilah dan diolah 
nantinya. Peneliti melakukan wawancara menggunakan beberapa cara 
yang pertama menggunakan interview guide atau paduan wawancara, 
kedua wawancara dapat dilakukan melalui media telepon kepada 
narasumber perihal Inovasi Pelayanan Jujug Desa (Judes). Narasumber 
yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni Kepala UPT Bapenda 
Jombang, Samsat Kabupaten Jombang & Wajib Pajak. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi, gambar, dan foto 
yang merupakan dokumen dari instansi terkait yakni KB Samsat 
Kabupaten Jombang serta dokumen berupa laporan evaluasi kerja program 




menggunakan foto dokumentasi proses pelayanan Jujug Desa di salah satu 
Desa yang merupakan pilihan JuDes. 
1.7.4 Lokasi Penelitian  
 
Lokasi penelitian bertempat pada lingkup Kantor Bersama SAMSAT 
Jombang yang termasuk didalamnya adalah Unit Pelayanan Teknis Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang. 
1.7.5 Subyek Penelitian 
 
Objek penelitian menggunakan teknik purpose sampling. Purpose 
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang memiliki 
pertimbangan tertentu yaitu dianggap sumber data lebih mengetahui harapan, 
yang memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek penelitian atau situasi 
sosial. Alih-alih beberapa sumber data sampel. 
Adapun subyek dalam penelitian ini yakni; Kepala Unit Pelaksanaan 
Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang, Petugas 
Pelayanan JuDes, dan 3 wajib pajak Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam. 
1.7.6 Teknik Analisa Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke 
dalam sebuah pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga menemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai pada data yang ada. Analisis data 
dapat dilakukan ketika data-data telah terkumpul. Metode ini memiliki manfaat 
memberikan informasi sehingga data yang diolah menjadi mudah untuk dipahami 




Peneliti menggunakan analisa berdasarkan pendapat Miles dan Huberman 
sebagai berikut12 : 
a. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.13 Proses 
pengumpulan data dilakukan selama periode pra-investigasi dan 
penyelidikan. Tidak ada waktu khusus untuk kegiatan ini untuk 
menentukan durasi pendataan di lapangan. Karenanya saat investigasi 
sedang berlangsung, ini merupakan periode waktu dimana investogasi 
melakukan pengumpulan data yang diperlukan. 
Dalam konteks penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dengan informan terkait seperti kepala dan pegawai bagian 
pelayanan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Kabupaten Jombang, pegawai pelayanan Kantor Bersama Samsat 
Kabupaten Jombang; petugas Jujug Desa di Desa Wonosalam 
Kecamatan Wonosalam; dan wajib pajak. Sedangkan data dokumen 
dikumpulkan melalui dokumen terkait pelaporan program Jujug Desa. 
b. Reduksi Data 
Reduksi data dapat dikatakan juga sebagai mengurangi data, 
tentang menemukan tema dan pola untuk diringkas, memilih yang 
                                                          
12Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama 





utama, dan dokus pada apa yang lebih penting.14 Dalam prosesnya, 
peneliti memperoleh bahan-bahan seperti wawancara, observasi dan 
hasil peneliti yang terdokumentasi, mengubahnya secara tertulis sesuai 
dengan focus pembahansan masing-masing dan mengklasifikasinya. 
Kemudian menyusut atau mengurutkan data yang dikumpukan untuk 
menggabungkan atau menghubungjan data yang diurutkan. Pada 
penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memilih data dari hasil 
wawancara dan dokumen dari intansi terkait kemudian 
mengkaitkannya dengan fokus penelitian yakni menyangkut aspek-
aspek inovasi pelayanan sektor publik Jujug Desa di Kantor Bersama 
Samsat Kabupaten Jombang. 
c. Penyajian Data 
Langkah selanjutnya adalah menjalankan tampilan data. Penelitian 
kualitatif memungkinkan penyajian data dalam bentuk pendek, bagan, 
hubungan antar kategori dan teks sebuah cerita. Menampilkan data 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 
suatu tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 
tersebut.15 Penyajian data di arahkan  agar data hasil reduksi  
terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin 
mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur. Dalam 
penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menggunakan kutipan 
                                                          
14Loc.Cit. Sugiyono. Hal 247 




wawancara dengan informan, tabel, dan gambar menyangkut inovasi 
pelayanan sektor publik Jujug Desa di Kantor Bersama Samsat 
Kabupaten Jombang. 
d. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan Data adalah tahap terakir dalam rangkaian analisis data 
kualitatif dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah proses 
verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya 
yang kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.16 
Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban pada fokus 
bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang 
diajukan sebelumnya. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, 
melainkan interaktif, secara simultan di antara kegiatan reduksi, 
penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu 
penelitian. Maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 
ini dan dapat diketahui hasil akhir dari suatu penelitian. 
 
                                                          
16Ibid.Hal. 253. 
